
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
N0M0R?8TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN 
PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOYOLALI,

bahwa untuk menetapkan besaran penghasilan tetap bagi 
Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Boyolali 
Tahun Anggaran 2020 serta guna memenuhi ketentuan Pasal 81 

ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penetapan Besaran Pengasilan Tetap bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495);

3.Peraturan Pemerintah.
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakbir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 

16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 

183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 19);

8. Peraturan.



8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali (Berita Daerah 

Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 38);

9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 55);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN 
BESARAN PENGASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA 
DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 

mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk 

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah.

5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala 

Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 

diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung 

tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang 

diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 

kewilayahan.

b.Alokasi................
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6. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 

perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa.

8. Penghasilan Tetap adalah jumlah penghasilan tetap yang 

diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat 
Desa, kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa yang 

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan 

setiap tahun dalam APB Desa.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN 

Pasal 2

Alokasi Anggaran Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan 

Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan 

pada APB Desa Tahun Anggaran 2020.

BAB III

BESARAN PENGHASILAN TETAP 

Pasal 3

(1) Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan 

sebesar sebagai berikut:

a. Kepala Desa sebesar Rp4.OOO.OOO,O0 (empat juta rupiah);

b. Sekretaris Desa Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus 

ribu rupiah); dan

c. Perangkat Desa sebesar Rp2.200,000,00 (dua juta dua 

ratus ribu rupiah).

(2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersumber dari ADD.

BAB IV.
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal-^/VoucrftbGr 2019

^UPATI BOYOLALI

+ SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal rOovcn^ber 2019

.SEKRETAmS DAERAH 
5UPATENsBOY OLALI,

Telah diteliti 
Baaian Hukum 

■' Setda 1
Paraf

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR


